SALINAN

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021 Nomor 15 );

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 26);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS
adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah
kepada Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, Sekolah
Menengah Pertama Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta yang
besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa.

Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Mojokerto.

Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati
Mojokerto.



24.

25.
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Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah
pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mojokerto.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp2.350.987.624.290,00, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp558.653.322.250, terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp332.547.486.014.

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp42.726.708.422.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.787.690.508.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.591.437.306.

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp332.547.486.014, terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

Pajak Hotel,

o P

Pajak Restoran;

o

Pajak Hiburan;

o

Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Parkir;
g. Pajak Air Tanah;
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

—e

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
j- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp3.000.000.000.

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp8.000.000.000.

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar 1.450.000.000.

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp 3.500.000.000.

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp97.000.000.000.

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp250.000.000.

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp30.500.000.000.

Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000.000.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp94.000.000.000.

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana

(1)

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp69.847.486.014.

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.000.000.000, terdiri atas:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya; dan

c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)
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Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.470.000.000.

Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000.

Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp30.000.000.

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000, terdiri atas:

a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;

b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;

c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;

d. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan

e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp700.000.000.

Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp3.880.000.000.

Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp95.000.000.

Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp125.000.000.

Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.200.000.000.

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00, terdiri atas:

a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
b. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;

c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
dan

d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness
Center).

Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.
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(3) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.

(4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp1.331.850.000.

(5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness
Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp18.000.000.

Pasal 9

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000.000, terdiri atas:

a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
b. Pajak Reklame Kain.

(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.575.000.000.

(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp925.000.000.

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp97.000.000.000, merupakan Pajak Penerangan
Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp250.000.000.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp30.500.000.000.

Pasal 13

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,
terdiri atas :

a. Pajak Granit/Andesit;
b. Pajak Pasir dan Kerikil;
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c. Pajak Tanah Liat; dan
d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

(2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.096.750.000.

(3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp17.952.000.000.

(4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp3.336.250.000.

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp615.000.000.

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp94.000.000.000.

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp69.847.486.014.

Pasal 16

(1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp42.726.708.422, terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp12.147.354.850.

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp17.439.073.572.

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp13.140.280.000.

Pasal 17

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf a direncanakan Rp12.147.354.850, terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

o P

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

o

Retribusi Pelayanan Pasar;

o

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.206.957.000.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.267.740.000.

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp2.230.800.000.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.902.777.850.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp700.000.000.

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp839.080.000.

Pasal 18

Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.439.073.572, terdiri atas:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,;
c. Retribusi Terminal;

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

e. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan,;

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.493.980.547.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp19.000.000.
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(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp445.965.000.

(6) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp110.100.000.

(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.210.028.025.

(8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000.

Pasal 19

(1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.140.280.000, terdiri atas:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum,;
c. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; dan

d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp10.315.000.000.

(3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp2.280.000.

(4) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.

(5) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp2.723.000.000.

Pasal 20

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp4.787.690.508,00, merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 21

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.591.437.306,
terdiri atas:
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a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. Jasa Giro; dan
c. Pendapatan BLUD.

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp299.000.000.

(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp8.000.000.000.

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp170.292.437.306.

Pasal 22

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp299.000.000, merupakan Hasil Sewa BMD.

Pasal 23

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 merupakan Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 24

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp170.292.437.306, merupakan Pendapatan BLUD.

Pasal 25

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.693.342.542.040, terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.570.437.478.000.

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp122.905.064.040.

Pasal 26

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.570.437.478.000, terdiri atas :
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a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah; dan
c. Dana Desa.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.293.560.880.000.

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp23.003.791.000.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp253.872.807.000.

Pasal 27

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rpl1.293.560.880.000, terdiri
atas :

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.869.951.000.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp903.718.844.000.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.284.147.000.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp224.687.938.000.

Pasal 28

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp23.003.791.000.

Pasal 29

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar direncanakan sebesar Rp253.872.807.000.
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Pasal 30

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.905.064.040, merupakan Pendapatan
Bagi Hasil Pajak.

Pasal 31

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp98.991.760.000, merupakan lain-lain
Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pasal 32

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp2.449.758.308.645, terdiri atas:

Belanja operasi;

a.
b. Belanja modal;

o

Belanja tidak terduga; dan

o

Belanja transfer.

Pasal 33

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a
direncanakan sebesar Rp1.701.197.275.864, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.007.348.631.517.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp610.911.127.728.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp82.048.832.075.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp888.684.544.

Pasal 34

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.007.348.631.517, terdiri atas:
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Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

o P

Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

o

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

o

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. Belanja Pegawai BOS; dan

h. Belanja Pegawai BLUD.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp576.624.036.654.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp128.300.372.500.

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp202.111.305.493.

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp29.672.400.000.

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.292.712.100.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.115.728.754.

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp3.086.437.000.

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp64.145.639.016.

Pasal 35

Anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp576.624.036.654, terdiri
atas:

a. Belanja Gaji Pokok ASN;
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

0

Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

i

Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
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g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

i. Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN;

j- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;

1. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
m. Belanja Tunjangan Khusus.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp431.671.744.222.

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp41.876.354.000.

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp8.876.009.000.

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp29.238.382.000.

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.361.930.000.

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp25.251.081.000.

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.015.331.000.

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp38.986.432.

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp23.703.508.000.

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.057.873.000.

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp3.173.560.000.

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | direncanakan sebesar
Rp2.206.408.000.

(14) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
direncanakan sebesar Rp152.870.000.
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Pasal 36

Anggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.300.372.500, terdiri
atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.934.271.951.

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp685.348.634.

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp3.249.000.000.

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.431.751.915.

Pasal 37

Anggaran belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp202.111.305.493, terdiri atas:

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;

e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan

f. Belanja Honorarium.

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.734.519.783.

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.600.000.

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.611.768.000.

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.049.000.000.

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.530.123.580.
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Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp20.176.294.130.

Pasal 38

Anggaran belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.672.400.000, terdiri
atas:

a. Belanja Uang Representasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;

d. Belanja Uang Paket DPRD;

e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

—e

Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD;

j- Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;

k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
1. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp955.080.000.

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp117.772.200.

Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp170.560.000.

Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp95.508.000.

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp1.384.866.000.

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.371.800.

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp7.350.000.000.

Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar Rp1.470.000.000.
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(10) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp434.282.520.

(11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.007.459.480.

(12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp6.440.000.000.

(13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1 direncanakan sebesar Rp94.500.000.

Pasal 39

(1) Anggaran belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.292.712.100,
terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

o

Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;

o

Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
g. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

e

Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
j- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp57.603.000.

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.065.000.

(4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp103.686.000.

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp8.558.000.

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.662.000.

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp102.000.
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(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.500.000.

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp139.000.

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp415.000.

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp2.104.982.100.

Pasal 40

(1) Anggaran belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.115.728.754, terdiri atas :

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp327.600.000.

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp788.128.754.

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp3.086.437.000 untuk pegawai yang mengelola
dana BOS.

Pasal 42

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp64.145.639.016 untuk pegawai BLUD.

Pasal 43

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.911.127.728, terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;
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d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp130.802.686.503.

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp213.489.199.495.

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp12.350.122.773.

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp59.797.121.550.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp11.920.792.820.

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp77.382.259.376.

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp105.168.945.211.

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp130.802.686.503, merupakan belanja Barang Pakai
Habis.

(1)

Pasal 45

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf
b direncanakan Rp213.489.199.495, terdiri atas:

Belanja Jasa Kantor;

a.
b. Belanja luran Jaminan/Asuransi;

o

Belanja Sewa Tanabh;

o

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
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i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan; dan

j- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak

Daerah.

Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp188.717.079.319.

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp6.916.827.384.

Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp135.377.550.

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp1.938.342.408.

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp3.055.642.700.

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp472.551.230.

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp2.114.950.000.

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.200.874.780.

(10) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan

dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp2.714.020.400.

(11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

(1)

(2)

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp3.223.533.724.

Pasal 46

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.350.122.773, terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.269.388.420.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.124.348.980.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.956.385.373.
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Pasal 47

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.797.121.550, terdiri atas :

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp59.674.781.550.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp122.340.000.

Pasal 48

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.920.792.820, terdiri atas :

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/
Masyarakat; dan

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/
Masyarakat.

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp11.003.294.800.

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp917.498.020.

Pasal 49

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp77.382.259.376, merupakan Belanja
Barang dan Jasa pengelolaan dana BOS.

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp105.168.945.211, merupakan Belanja
Barang dan Jasa pengelolaan BLUD.
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Pasal 51

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp82.048.832.075, terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp63.375.077.075.

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp15.501.080.000.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.172.675.000.

Pasal 52

Anggaran  belanja hibah  kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pasal 51 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp63.375.077.075, terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan;

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan; dan
d. Belanja Hibah kepada Koperasi.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.900.000.000.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.713.219.185.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp13.311.857.890.

Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp450.000.000.
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Pasal 53

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.501.080.000 merupakan Belanja Hibah
Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.

Pasal 54

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp3.172.675.000, merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik pemenang pemilu di Kabupaten Mojokerto.

Pasal 55

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp888.684.544, terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga;
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp65.000.000.

(3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp523.684.544.

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000.

Pasal 56

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b
direncanakan sebesar Rp221.959.765.776, terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp43.893.249.495.
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Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp51.802.475.572.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.502.736.114.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp761.304.595.

Pasal 57

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.893.249.495, terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar;

b. Belanja Modal Alat Angkutan;

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

d. Belanja Modal Alat Pertanian;

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

e

Belanja Modal Komputer;

j- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

k. Belanja Modal Alat Peraga;

1. Belanja Modal Rambu-Rambu;

m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp28.184.470.

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp5.625.393.100.

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.838.500.

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp150.518.550.

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.596.774.221.

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.215.900.
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(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.753.790.000.

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp253.672.000.

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp8.725.468.570.

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp111.234.000.

(12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp952.000.

(13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp462.148.872.

(14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m direncanakan sebesar Rp102.038.400.

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.802.085.139.

(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf o direncanakan sebesar Rp10.621.935.773.

Pasal 58

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp28.184.470, merupakan belanja modal pompa.

Pasal 59

(1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp5.625.393.100, terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.589.137.100.

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.256.000.

Pasal 60

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.838.500, terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
b. Belanja Modal Alat Ukur.
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Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.176.000.

Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp46.662.500.

Pasal 61

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp150.518.550, merupakan Belanja Modal Alat
Pengolahan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 62

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.596.774.221, terdiri
atas:

a. Belanja Modal Alat Kantor;
b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp854.820.526.

Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp6.690.979.695.

Belanja Modal dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.974.000.

Pasal 63

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp611.215.900, terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Studio; dan
b. Belanja Modal Alat Komunikasi.

Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp205.643.400.

Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp405.572.500.
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Pasal 64

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar RpS5.753.790.000, terdiri
atas:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.729.290.000.

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000.

Pasal 65

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp253.672.000, terdiri atas :

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp153.672.000.

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.

Pasal 66

Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp8.725.468.570, terdiri atas:

a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.326.123.500.

Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp5.399.345.070.

Pasal 67

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.234.000, terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Deteksi; dan
b. Belanja Modal Alat SAR.
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(2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp110.000.000.

(3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.234.000.

Pasal 68

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf
k direncanakan sebesar Rp952.000 merupakan Belanja Modal Alat Peraga
Pelatihan dan Percontohan.

Pasal 69

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
huruf 1 direncanakan sebesar Rp462.148.872 merupakan Belanja Modal Rambu-
Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 70

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(1) huruf m direncanakan sebesar Rp102.038.400 merupakan Belanja Modal
Peralatan Olahraga Permainan dan Senam.

Pasal 71

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.802.085.139 merupakan Belanja
Modal Peralatan dan Mesin dalam rangka pengelolaan BOS.

Pasal 72

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp10.621.935.773, merupakan Belanja
Modal Peralatan dan Mesin dalam rangka pengelolaan BLUD.

Pasal 73

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.802.475.572, terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp49.338.995.572.
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(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.463.480.000.

Pasal 74

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp49.338.995.572 merupakan Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 75

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.463.480.000 merupakan Belanja
Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 76

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.502.736.114, terdiri
atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp118.716.641.744.

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp6.186.094.370.

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 600.000.000.

Pasal 77

(1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.716.641.744, terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan; dan
b. Belanja Modal Jembatan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp115.829.141.744.

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.887.500.000.
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Pasal 78

(1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp6.186.094.370, terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp4.526.050.200.

(3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.660.044.170.

Pasal 79

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.526.050.200 merupakan Belanja Modal
Bangunan Pengambilan Irigasi dan Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi.

Pasal 80

Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rpl1.660.044.170 merupakan Belanja Modal
Bangunan Pembuang Air Kotor.

Pasal 81

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 600.000.000, merupakan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Pasal 82

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp761.304.595, terdiri atas :

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp249.724.003.

(3) Belanja  Modal Barang  Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp19.829.800.
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Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp374.163.492; dan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp117.587.300.

Pasal 83

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c
direncanakan sebesar Rp37.350.847.264.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 84

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d
direncanakan sebesar Rp489.250.419.741, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp36.690.421.423.

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp452.559.998.318.

Pasal 85

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp36.690.421.423, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
dan Desa; dan

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah
Desa.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp32.413.545.948.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp4.276.875.475.

Pasal 86

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp32.413.545.948, terdiri atas:
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a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten; dan
b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.397.600.000.

(3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.015.945.948.

Pasal 87

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp4.276.875.475 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 88

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp452.559.998.318, merupakan Belanja Bantuan
Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 89

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp98.770.684.355,00, merupakan Anggaran Penerimaan pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 90

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 89 ayat (2) direncanakan sebesar
Rp98.370.684.355,00, terdiri atas :

a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa
Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan

b. Sisa Belanja Lainnya.

(2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp83.770.684.355.

(3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp15.000.000.000.
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Pasal 91

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III
4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja
Bagi Hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan Dana
Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi’ Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 92

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 93
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
Ttd

TEGUH GUNARK

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 65

Sallmsesual dengan aslinya
P W IAN HUKUM
SETPA KABR TEN MOJOKERTO

" APA /SH., MH.
Ad676626 198703 1 002
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